
BUPATI SAUIBAS
PERATURAIS BI'PATI SAMBAS

NOMOR 52 TAIIUN 2015

TEItt?AIIIG

PERUBATIAN ATAS PERATURAIV BUPATI SAMBAS ITOMOR 27 TAHUN 2013
TENTAITG PETUNJUK TEKNIS PEMUNGUTAT{ PA"'AIT R,EKLI\ME

DEITGAN RAIIMAT TUI{AN YAI{G MAIIA ESA

Menimbang : a,

BUPATI SAIUBAS,

bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat aaUm trat pembayaran pqiak reklame, perlu
adanya perbaikan pengaturan tentang tata cara pemungutan
pqiak reklame;

bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a
di atas, dipandang perlu melakukan perubahan Peraturan
Bupati Sambas Nomor 27 Tah:un 2O1.3 tentang Petunjuk
Teknis Pemungutan Pajak Reklame;

bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b
di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 27
Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pemungutan Pajak
Reklame.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352)
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan
Pqiak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana
telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 19 Tahun L997 tentang Penagihan
Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OOO Nomor 129, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

Undang:Undang Nomor 14 Tahun 2OO2 tentang Pengadilan
Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2

Nomor 27, Tarrbahan l"embaran Negara Republik Indonesia
Nomor a 189);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan
Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3

Nomor 47, Tarrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a2861;

b.

c.

3.

2.

4.



5. Undang-undang Nomor 1 Tahrrn 2OA4 tentang Perbendaharaan

Negara-(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo4

Nomor 5, Tambahan Lmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor a355);

6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2oo4 tentang
pemeriksaan Pingelolaan dan TanggUngiawab Keuangan

Negara (Lembaran N"g"ra Republik Indonesia Tahun 2oo4
Notor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4aOO);

7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2oo4 tentang
Perimbangan K"uattga. antara Pemerintah Pusat dan
pemerint"rr"n Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2oo4 Nomor 126, Tasrbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 44381;

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2oo9 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 1.30, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5Oa9);

9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerint3lran
Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2ol4
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dan
terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2ot5 Nomor 58, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 20oo tentang
Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Paiak
dengan surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor aOa9l;

ll.Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2OOO tentang
Tata Cara Penjualan Barang Sitaan Yang Dikecualikan dari
Penjualan Secara Lelang Dalam Rangka Penagihan Pajak
dengan surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO0 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor aOSO);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata
Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44881
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor L4 Tahun 2OO5 tentang Tata
Penghapusan Piutang Negara/Daerah (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahr.rr 2006 Nomor 83, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor a6521;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor +5781;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara



Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

lS. peraturan Pemerintah Nomor 9l Tahun 2OlO tentang Jenis
Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan

Kepala Daerah 
-atau Ditayar Sendiri oleh Wajib Paj+

fl,emuaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153,

Tarrrhhan frmUaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);

1.6. perahrran Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2A06
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah da3 terakhir dengan Peraturan
Menieri Dalam Negeri Nomor 2L Tatrun 2OLL tentang
perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 13 Tahun 2ao6 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2OLL Nomor 31O);

12. Perattrran Daeratr Kabupaten Sambas Nomor 9 Tahun 2006
tentang Penyidik Pegawai Negeri sipil di Lingkungan
Pemeriltah Daerah Kabupaten Sambas (Lembaran Daerah
Kabupaten Sambas Tahun 2A06 Nomor 9);

18. Perahrran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 9 Tahun 2OO8

tentang Pembenhrkan susunan organisasi dan Tata Kerja
eerangkat Daerah Kabupaten sambas (Lembaran Daerah
Kabupaten Sambas Tahun 2OOB Nomor 9);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2OlO
tentang Pajak Daerah (l,embaran Daerah Kabupaten
Sambai Tahun 21tt Nomor 2) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten sambas Nomor 2

Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Perahrran Daerah
Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2O1O tentang Padak

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2013
Nomor 2).

MEilUTTISKAIS:

Menetapkan : PERAfURAI{ BUPATI TEITTAIYG PERUBAHAII ATAS
PENATURAN BUPATI SAMBAS ITODIOR 27 TAIIUN 2013
TEilTANG PBTUilJUK TEKNIS PE,MUITGUTAI{ PA*'AK
RTKI"Atrf,T.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sambas Nomor 27 Tahun 2013
tentang Pehrnjuk Teknis Pemungutan Pajak Reklame (Berita Daerah
Kabupaten Sambas Tahun 2OL3 Nomor 27), diubatr sebagai berilmt :

1. Ketentuan Pasal L angka 12, angka 13 dan angka 15 diubah, sehingga
sebagai berikut:

hsal I
Dalam Perahrran Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Sambas dan perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Sambas.



4. Dinas pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas
pendapatan Daerah Kabupalen Sambas yang terdiri daripilas Pendapatan

Daerah Kabupaten sambas, unit Pelaksana Teknis (uPT) Kecamatan dan

Pos Pelayrn"r, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten sambas.

5. Kepala Dinas PendaPatan Daerah
Kabupaten Sambas.

6. Dinas Pekerjaan Umum Cipta Ka4ra, Tata
Dinas Pekerjaan Umum CiPta Karya,
Kabupaten Sambas.

adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah

Ruang dan Perumahan adalah
Tata Ruang dan Perumahan

T. Badan penanaman Modal dan Pelayanan Peirzinan Terpadu yang

selanjutnya disingkat BPMPPT adalatr Badan Penanaman Modal dan

Pelaylnan Perizinan Terpadu Kabupaten Sambas'

g. l{antor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat adalah Kantor

Kesatuan Bangsa, Poli-tik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sambas.

g. Pejabat adalah pegawai negeri sipil di,.lilqkungan Pemerintah Kabupaten

Sdmbas yang ,iiU"ri tugal tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai

dengan peraturan perundang-undangan'

1O. Pajak Reklame yarrg selanjutnya disebut Pajak adalah pajak atas

penyelenggaraan reklame.

11. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak

ragamnya dirancang uniuk tduan komersial memperkenalkan,
mJnganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum
terhidap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca,

didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum'

12. Reklame Tidak Tetap adalah reklame yang diselenggarakan dalam jangka

wakhr pating lama 3 (tiga) bulan ytrLgberbentuk baliho, banner, umbul-umbul,
spanaut, biosur, r.kl"*" kain, reklame plastik, reklame melekat, reklame
*.l"b"r"rr, reklame berjalan, reklame udara, reklame Suara, reklame
film/ slide, reklame Peragaarl.

13. Reklame Tetap adalah reklame yang diselenggarakan dalam jangka waktu
lebih dari 3 (t g4 bulan yang berbentuk reklame papan merk, papan nalna,
billboard, mini billboard, shopsigr, bando, megatron, videotron, LED, neon box.

14. Reklame Komersial adalah reklame yang memberikan keuntungan secara
ekonomis kepada penyelenggara reklame.

15. Reklame Layanan Masyarakat adalah reklame yang memberikan informasi
tentang suatu hal/program/kegiatan/himbauan yang ditujukan kepada
*""y"rrkat umum dan tidak memberikan keuntungan ekonomis kepada
penyelenggara reklame.

16. Nilai Juat Objek Pqiak yang selanjutnya disebut NJOP adalah harga rata-rata
yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan
Lita*"na tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui
perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan
baru, atau NJOP pengganti.

17. Nilai Jual Objek Pajak Reklame yang selanjutnya disebut NJOPR adalah
keseluruhan pembayaran/pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh
pemilik dan atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalah
biaya/harga beli bahan reklame, konstruksi, instalasi listrik,
pembayaran/ongkos perakitan, pemancar€Ln, peragaan, penayangan,
pengecetan, pemasangan dan transportasi pengangkutan dan lain
sebagainya sampai dengan bangunan reklame rampung, dipancarkan,
diperagakan, ditayangkan dan terpasang ditempat yang telah diizinkan.

18. Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disebut NSR adalah keseluruhan Nilai
Jual Objek Pajak Reklame, Nilai Stategis Penempatan Reklarne, Jumlah
Pemasangan dan Lama Pemasangan.



19. Nilai Kontrak adalah besaran nilai atau harga yang diperjanjikan antara

penyelenggara reklame dengan pemilik produk atau pemegang merk'

2O. Nilai strategis Reklame adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik
lokasi p"*aiarrgan reklame berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan

tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan usaha.

21. Bidang Reklame adalah bagian atau seluruh sarana yang dimanfaatkan penuh

guna tempat penyaiian g*tU* dan/atau tulisan dari penyelenggara reklame'

22. Sudut Pandang Reklame adalah arah atau sisi yang menunjukkan cara

memandang reklame.

23. Ketinggran Reklame adalah jarak tegak lurus imaginer antara ambang

paling atas bidang reklame dengan permukaan tanah dimana reklame

tersebut berdiri.
2a. objek Pajak Reklame ad.alah semua penyelen ggaxaan reklame.

25. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan reklame'

26. Wqiib Pqiak adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan reklame.

27 . MasPajak adalah janska wakhr 1 (satu) bulan yang menjadi dasar bagi wqiib
pajak *it rt mengtritung, menyetor, dan melaporkan p4iak yang temtang'

2g. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender,

kecuali bila Wajib iajak menggunakan tahun buku yang tidak sama

dengan tahun kalender.

29. PajakYang Terutang adalah pajak yang har,Ls dibayar pada 
-suatu 

saat, dalam

tvtasa pajik, dalam- Tahun pq,"k, at u dalam Bagtan Tahun Pajak sesuai

dengan lietentuan peraturan perund.ang-undangan perpajakan daerah.

30. pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan

data "6j"k 
pajak dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang

terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta
pengawasan PenyetorannYa.

31. Kas Daerah adatah Kas Daerah Kabupaten Sambas'

32. Formulir Pendaftaran Wajib Pajak Daerah Orang Pribadi/Badan adalah
formulir yang digunakan Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri dan
melaporkan oU;.t pajak atau usahanya ke Dinas Pendapatan Daerah-

33. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disebut NPWPD, adalah
nomor yang aiUeAUn kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam
adminisirasiperpaj akan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal

diri atau identitas Wajib Pajak Daerah dalam melaksanakan hak dan
kewaj iban perpaj akannYa.

34. Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Kartu
NpW'pD, adalah kartu yang diberikan kepada Wajib Pajak yang merupakan
bukti pengukuhan sebagai Wajib Pajak Daerah.

35. Surat Setoran Pqiak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti
pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas
Daerah melalui tempat pembayaran yang ditur{uk oleh Bupati.

36. Surat Tanda Setoran yang selanjutnya disingkat STS, adalah formulir yang
digunakan oleh Bendahara Penerimaan Dinas untuk melakukan
penyetoran pajak ke Kas Daerah.

37. Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Reklame yang selanjutnya disingkat
SKPD Pajak Reklame adalah surat ketetapan pajak yang menentukan
besarnya jumlah pokok pajak reklame yang terhutang.

38. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat
untuk melakukan tagihan pqiak dan/atau sanksi administratif berupa
bunga dan/atau denda.



39. SuratTeguran adalah suratuntuk memberikan peringatan atau,sanksi terhadap

pelanggaran pelaksanaan perpajakan daerah yang dilakukan oleh wajib Pajak.

4O. Penertiban adalah serangkaian kegiatan penindakan yang dilakukan
terhadap objek pajak ieklame dalam rangka penegakan ketentuan

peraturan perundang-undangan perpaj akan daerah.

41. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian

tindakan y""J Jifufl"f.r' oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan

bukti yang ;;g." bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang

pfit;k " daeritr yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

42. Penyidik adalah pejabat Pegawai NeggT Sipil tertentu- di lingkungan
pemerintah xabupaien Samias yang aiUe* wewenang khusus sebagai

penyidik untuk *it"t ..rt an penyiaiUn tindak pidana di bidang perpajakan

daerah sesuai dengan keteniuan peraturan perundang-undangan'

43. Jurusita Paiak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak daerah yang

meliputi p""*girt"tt seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa'

penyitaan dan PenYanderaan.
44. penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan pqiak yan-g

dilaksanakan oleh Jumsita Pajat kepada Wajib Pqiak atau Penanggung Pajak

tanpa menunggu jatuh tempo pembayaranJrng meliputi seluruh utang pqiak

d# semua j.il'" pei"k, Masa ra3at<, Tahun Pajak dan Bagian Tahun Pajak'

45. Surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya

penagihan Pajak.

2. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (21diubah, sehingga berbunyi sebagai

berikut:
Pasat 4

(1)

(21

Unhrk Reklame Tetap menggunakan tahun pajak yaihr selama 1 (satu)

tahun dan setelah itu dapat diperpanjang kembali'

Untuk Reklame Tidak Tetap menggunakan masa pqiak, yang diatr.rr sebagai

berilnrt:
a. Untuk reklame melekat, stiker, selebaran, udara, apung, brosur,

leaJlet dan peragaan minimal 1 (satu) bulan.

b. Untuk reklame kain, spanduk, umbul-umbul, baner, baliho, bendera

minimal 1 (satu) hari.
c. Unttrk reklame film, slide, video, kaset dan suara minimal 1 (satuljam.

(B) penyelenggaraan reklame yang linrrang dari jangka waktu sebagaimana
dirnaksud pada ayat (2) tetap dihitung sesuai masa pajak'

B. Ketentuan Pasal 5 ayat {3} diubatr, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

{1) Tarif Pajak Reklame komersial dengan materi/isi reklame yang berkaitan
dengan produk rokok ditetapkan sebesar t5 o/o ( lima belas persen).

t2) Tarif Pajak Reklame komersid dengan materi/isi reklame yar:rg tidak
berkaitan dengan produk rokok ditetapkan sebesar LO o/o (sepuluh persen).

(B) Khusus untuk penyelenggaraan reklame layanan masyarakat tidak
dikenakan pa.iak.

4. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :



Pasal 9

(1) Pembayaran pajak yang terutang dilakukan dengan menggunakan SSPD

cianlatau S1-'S.

(2) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan
dilakukan sekaliggs dan lunas ke rekening Kas Daerah pada Bank y-alq

ditunjuk, atau lnehlui UPT Dinas Pendapatan Da9r1h, atau melalui

Bendahara Penerimaan Dinas paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal

diterimanya SKPD Pajak Reklame oleh Wqiib Pqiak'

(S) Apabila batas wakhr pembayaran jahrh pada hari libur, maka batas waktu
' ' pimbayaran jatuh pada satu hari keda berikutnya'

{a) kelengkapan dokgmen pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) terdiri dari :

a. Surat permohonan yang telah diisi dan ditandatangani oleh

penyelenggara reklame atau lnrasanya;
b. Forocopy identitas diri pemohon (KTP/SIM/Paspor); dan

c. Surat pernyataan yang ditandatangani oleh pemohon bermaterai culmp.

(5) Untuk pembayaran pqiak atas perpanjangan penyelenggaraan reklame
terdiri dari :

a. Surat permohonan yang telatr diisi dan ditandatangani oleh

penyelenggara reklame atau kuasanya;
b. Srrrat pernya.taan yang ditandatangani oleh pemohon bermaterai eulnrp; dan

c. Fotocopy SKPD P4iak Reklame sebelumnya.

{6) Contoh bentuk dan isi surat permohonan, surat pernyataan, SKPD Pqiak
Reklame, SSPD dan STS sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Peraturan BuPati ini.

5. Ketentuan Pasal 13 dihaPus.
hsal II

Peraturan Bupati ini mulai berlakg pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturart
Birpati ini dengan-penempatanrrya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 14 Desember 2015

BI'PATI SASIBAS

TTD

JUITARTI DJT'IIARDI ALIM

Diundangkan di Sambas
pada tanggal 14 Desember 201.5

STXNTIARIS DATRAH KABTIPATTN SAMBAS

TTD

JA}IIAT ANAIX'L
BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2AL5 NOMOR 52

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

MARIANIS
Pembina (IV/a)

NIP. 196401L2 200003 1 003



I.AMPIRAN PERAruRAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 52 TAHUN 2015
TANGGAL 14 DESEMBER 2015
IET.TTAI.IG PERUBAHAN ATA,S PERAIIJRAN BTJPATI SAIVIB'{S

NOMOR 27 TAHUN 2013 1ENXANG PEruN]UK TEKMS

PEI\{I.,NGUTA}I PAJAI( REKIAME

a. coilIloH BEX{TI I( strnAT PEMBAYARAII PA"IAT REI{LAME

Nomor
Sifat
I"ampiran
Perihal Pembayaran Kewajiban

Paiak Reklame

Kepada

Yth. Bupati Sambas
Cq. KepalaDinas Pendapatan Daerah

KabuPaten Sambas
di-

Sambas

Dengan hortrrat,

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama
Pekerjaart
Alamat Rumatr / Telp.
NPVTPD
Nama Perusahaan
Jenis Usaha
Alamat Tempat Usaha

Dengan ini menyatakan akan memenutri kewajiban pembayaran Pajak Reldame

atas perqrelenggaraan reklame yang telah kami pasang dengan rincian sebagai

berikut:

Bentuk Reklame
Judul / Isi Reklame
Jumlah
Lokasi Pemasangan
Ukuran
Konstruksi
Jangka Waktu
Jenis Pemasangan Pemasangan Baru / Perpanjangan lzur

Sebagai kelenglapan permohonan kami larnpirkan :

a. .........(*)
b. .........n
(* : sesuai persyaratan yang ditetapkan)

Demikian kami sampaikan, dalr kami bersedia me,menuhi semua keterrtuan
yang berlaku berkaitan dengan penyelenggaraan reldame yang telah kami
lalokan berikut pengenaan sanl$i sesuai keterrhran yang berlaku sebagai

bentuk pertangungiawaban.

Hormat kami,

Trd

( ..................... )



B. CONTOH BENTUK SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAIT

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama
Pekerjaan
Alamat Rumah I TelP.
NPWPD
Nama Perusahaan
Jenis Usaha
Alamat TemPat Usaha

Dengan ini menYatakan bahwa kami :

1. At{an rreng-lnrs Izjn Reklame/rnengeiti{an perseh{iuan m:rc/rnetapofran
terh:lis atas penrasangan r*frr* i"i reeaOa OlnasiBafulllbrtutllGcanraan trdiait

2. lfr<arL membayar ganti rugi kepada pihak manapun yang menjadi korban

akibat pemasangan reklame ini.

3. Akan segera membongkar dengan biaya sendiri dan tidak akan menuntrrt
ganti rufr apabila lokasi tersebut diperlukan oleh Pemerintah Daerah.

4. Akerrl membongkar/melepas vinil yang terpasang apabila masa pajak atas

pemasangan reklame ini telah berakhir.

5. Menjamin keamanan struktur bangunan, instalasi listrik dan vinil yang

terplsang dari hat-hat yang dapat menimbulkan kecelakan serta hal lain
yang tidak diinginkan.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-bena(rya dan dalam

keadaan sad.ar 
-tanpa 

tekanan atau paksaan dari pihak lain, dan untuk
selanjutnya dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang membuat pernyataan



C. COTTOH BEfrTT'X DI] TAI ATPD PI"'A,K REBLAIE

Guniing disini

KOP SKPD

sloD

PA,AKREI$ATIG

(8UNAT XEIETAPAN PNAI(DAERAH PA'AX REI(LAf,E)

MasaPaiak :....,...'....'."'

No. Urut

r- , T-t- l--l I
i LI i , i J

Nama

Alamat

NPWPD

TansalJatuh Tempo

1{o. Kode Rdcning J€nis Paiak Daorah Jumlah

Jumlah Ketetapan Pokok Pajak

Jumlah Sanl6i : a. Burga

b. Kenaikan

Jumlah Keseluruhan

Denoan Ht n

PERHATI{N

1.
Harap penleloran dilakukan melalui Bendahara Penerimaan atau F€s Daerah ( Bank KALBAR) dengan menggunakan Surat Setoran Paiak Daerah

(SSPD) atau Surat Tanda Setoran (STS).

Apabita SKPD ini Udak atau Kurang Dibayar setdah brat tanggal jatuh tempo dikenakan sanksi adminbtrasi beopa bur€a sebesar 2% per bulan.
2.

........... ...,... .. Tahun..-.'. . ..

an. lepala Sa$an Ke,ia Perangkat Derah

Kepah Bidang (yang membidangi)

(...... ................ . .........)

NIP,

No. SKPDKB :

TANDATERIMA

NPWPD :

Nama :

Alamat :

Tahun..........

Yang Menedma

(.................................)



D. CO]ITOH BEXTTUX DAX ISI SSPD

') Bed Tanda V pada kotak

(SURAT SEIORAil PruAK DAERAH }
DIMS PENDEPAIAN DAERAH

Jt
SAItIBAS

l-lsxPo
l-*-lsteor
[--isrrorc
[--lsteorer

Masa Pa,ak

Penyetor

(.. ............ ..........)

Diterima oleh,

Petugas Tempat PembaYaran

:

Tangan :

Terang :

Ruang untuk Tenaan

Kas Register / Tanda Tangan

Petugas Penerima



E. COIITOTI BENITI'R DAIT IEI STS

PEIIERINTAH KABUPATEN SAilNAS

SURAT IAilOA SETORAI (STS)

STS l\lo. :
Bank

No. Rekening

Harap menerima uang s€besar

Uang tetssbut dite{ima tanggal

Pengguna Anggaranfiu6a Pengguna Afiggaran

(........ . ...... . ........... ..)

NIP.

Eendaiara Penerimaan

(............ ............. )

NIP.

Catatan : STS dilampiri Stip Setotan Bank

Dengan rincian penerimaan sebagai berikut :

l{o. Kode Rek€ning Uraian Rinclan Obiek Jumlah (Rp)

1.

2.

a

4.

5.
JUiiI.AH

BT'PAfl SATBAS,

TTD

JI'LIARfl D'I'EARDI ALIM

NrP. 19640112 200003 1 003

Salinan Sesuai Dengan AslinYa

I(EPALA BAGIAII HI'KIIU
DAII PERIIIIDAIICTIIIIDAIIGAII

UARIAITIS


